
5. Undang-Undang Nemer 15 Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan;

4. Undang-Undang Nomor 33· Tahun 2004 tentang
Perirobangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pengusahaan, perijman dan
Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Rumahan;

b. Bahwa salah satu obyek pajak daerah yang memiliki
potensi pendapatan yang cukup besar adalah sarang
burring wallet yang dibudidayakan secara rumahan;

a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli
Daerah yang bersumber dari pajak maka obyek-obyekyang
menjadi potensi pajak Daerah perlu diatur pengusahaan ,
perijinan dan pemungutannya;

BUPATIBIMA,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

TATA CARA PENGUSAHAAlf, PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK
SARANG BURUNG WALET RUMAHAlf .

TENTANG

PERATURAN BUPATI BIMA
NOMOR: .9 TAHUN201,

SUPATI SIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Ijin
Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5285);

12. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4532);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4002);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5679);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5059);

7. Undang-Undang Nomor 18Tahun 2009 tentang Petemakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana
telah diubah beberapa kaIi terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 18Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, 1ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5619);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5049);

'.~,: ...,...,~--"""---"--"'!'11111!-'- ....----------------------------



24. Peraturan Bupati Bima Nomor 55 Tahun 2014 tentang
Jenis Rencana Usaha darr/atau Kegiatan yang wajib
dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL)dan
Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UPL).

23. Peraturan Bupati Bima Nomor 08 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 631 Tahun 2005
tentang Petunjuk Pelaksanaan Tender Pengelolaan dan
Pengusahaan Sarang Burung Walet (Collacallia) Kabupaten
Bima;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pengelolaan
dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/Kpts- 11/2003
tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet
(Collocalia SPP);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang
Burung Walet;

18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor :
KEP-48/MENLH/ll/1996 Tentang Baku Tingkat
Kebisingan;

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen
Lingkungan Hidup;

16. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05
Tahun 2012 tentang Jenis Rencana darr/atau Kegiatan
yang Wajib memiliki Analisa Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Ijin
Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi secara
elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoi 6215);



Pasal1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bima;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Bupati adalah Bupati Bima;
4. Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang

selanjutnya disingkat BPPKAD adalah adalah Badan Pengelolaan,
Pendapatan,Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bima;

5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
selanjutnya disebut DPMPrSP adalah Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bima;

6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut DLH adalah Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Bima;

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Bima;

8. Pajak Sarang Burung Walet Rumahan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet Rumahan;

9. Burung Walet adalah satwa yang tennasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina; collocalia esculanta, dan collocalia linchi;

10. Bangunan buatan [rumahan] adalah Bangunan yang dibuat khusus dan
diperuntukkan sebagai tempat pengusahaan atau pembudidayaan burung
wallet hidup dan berkembang di luar habitat alami;

1l , Bangunan pennanen adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau
laut yan~ bersifat tetap;

12. Bangunan permanen adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau
laut yang bersifat tidak tetap; .

13. Twitter atau Pengeras suara adalah alat elektronik yang berfungsi
menghasilkan frekwensi suara tertentu yang digunakan untuk kegiatan
budidaya walet rumahan.

14. Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup yang selanjutnya disebut SPPL, adalah surat yang menyatakan
kesanggupan pelaku usaha untuk mengelola dan memantau dampak
lingkungan hidup dari kegiatan usahanya.

BABI
KETENtUAN UMUM

PERATURANBUPATITENTANGTATACARAPENGUSAHAAN,
PERIZINANDAN PEMUNGUTANPAJAK SARANGBURUNG
WALET.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



J5. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan
bidup, yang selanjutnya disebut UKL dan UPL, adalah pengelolaan dan
pemantauan terhadap usaha danIatau kegiatan yang tidak berdarnpak
penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.

16. Analisis mengenai darnpak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut
Amdal, adalah kajian mengenai darnpak penting suatu usaha dan/ atau
kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengarnbilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau
ktgiaUln.

17; Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang
melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL
dalarn rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai
prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan.

18. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet rumahan di
daerah adalah izin yang diberikan oleh Bupati melalui DPMPfSP kepada
orang dan / atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang
Burung Walet;

19. Wajib Pajak Sarang Burung Walet Rumahan adalah orang pribadi atau
badan yang melakukan pengarnbilan darr/atau mengusahakan sarang
burung walet rumahan;

20. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang larnanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sarna dengan
tahun kalender;

21. Pajak yang terutang adalah pajak yang hams dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalarn tahun pajak atau dalarn bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah; ...

22. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan
objek pajak, danl atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPDadalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah
melalui ternpat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih hams
dibayar;

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tarnbahan yang selanjutnya
disingkat SKPPKaT adalah surat ketetapan pajak yang rnenentukan
tambahan atas jumlah pajak yang te1ahditetapkan;

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sarna
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit ~j*;



BABII
MAKSUDDANTUJUAN

Pasal2
(1) Pengaturan mengenai Pengusahaan, Perijinan dan Pemungutan Pajak

Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk membina, mengatur,
mengendalikan serta mengawasi pengusahaan Sarang Burung Walet
RumahanolehOrangPribadiatau Badan Hukum;

(2) Tujuan Pengaturan mengenai Pengusahaan, Perijinan dan Pemungutan
Pajak Sarang Burung Walet adalah;
a. menjaga kelestarian dan populasi Burung Walet;
b. meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet Rumahan; dan

~_ ' .... Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
. SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang;

28. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPDadalah surat
untuk melakukan tagihan pajak danj'atau sanksi administratif berupa
bunga dan/ atau denda;

29. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tetentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang tedapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Sur-atKeputusan Keberatan;

30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih
Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan WajibPajak;

~t. Pembukuan adalah ~mawproses pencatatan YMg dU~~;:tn. secara t~r~Wr
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut;

32. Pemeriksaan adalah.serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/ atau tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah;

33. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah
tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja
tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.



(1)Setiap orang dan/atau Badan yang akan mengusahakan Budidaya Burung
walletpada Bangunan gedung dan/ atau sejenisnya sebagaimana diinaksud
pasal 3 dilarang didirikan pada lokasi sebagai berikut :
a. dekat dengan sarana ibadah;
b. dekat sarana pendidikan;
c. dekat sarana kesehatan;
d. dekat sarana perkantoran;
e. dekat rumah dinas jabatan pejabat publik, dan
f. disekitar bandar udara.

, (2)Tinggi bangunan danjatau sejenisnyamaksimal sebagaiberikut:
a. 15 [lima belas) meter di kawasan permukiman dan disekitar bandar

udara;
b. 30 (tigapuluh) meter di luar kawasan permukiman dan bandar udara.
c. dalam hal Bangunan gedung dan Zatau sejenisnya yang merupakan

satu kesatuan dengan rumah tinggal maka tinggi bangunan tidak
boleh sejajar dengan rumah tinggal.

Pasal4

JARAK DAN SARANA BANGUNAN

Bagian kedua

(1) Pengusahaan danj'atau pembudidayaan burung wallet rumahan dilakukan
melalui bangunan gedung danj'atau sejenisnya.

(2) Bangunan gedung danjatau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat berupa bangunan permanen dan semi permanen.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bangunan gedung danj atau sejenisnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan tentang
Peraturan Bupati tentang Bangunan Gedung dengan memperhatikan fungsi
bangunan serta pelestarian lingkungan.

Pasal3

BANGUNAN

Bagian kesatu

BAB III
PENGUSAHAAN BURUNG WALET RUMAHAN

administrasi pengawasan dan perizinan pengusahaan sarang
waDet.

d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
e. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

_-_.-.



BABIV
PERiziNAN

Bagian kesatu
OBYEKDANSUBYEKIZIN

Pasal5
(1) Objek izin adalah kegiatan pengusahaan sarang Burung Waiet pada lokasi

usaha dalam wilayah daerah.
(2) Subjek izin adalah orang pribadi dan/ atau badan usaha yang kegiatannya

mengambil dan/ atau mengusahakan sarang burung walet.

a. Penampungan air yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.
b. Twitter atau pengeras suara.
c. lnstalasi pengolahan limbah cair dan limbah padat.

(4)TWitter atau pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. memiliki frekwensi maksimal 55 dB berdasarkan pengukuran sound

levelmeter di kawasan permukinan;
b. memiliki frekwensi maksimal 70 dB berdasarkan pengukuran sound

levelmeter di luar kawasan permukiman;
c. Twitter atau pengeras suara wajib dimatikan "pada saat kegiatan

keagamaan berlangsung.
(5)Selain sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) Setiap orang dan/ atau Badan

yang akan mengusahakan Budidaya Burung wallet harus melengkapi
dengan dokumenlingkungan berupa : -
a. SPPL;
b. UKLdan UPL;
c. AMDAL.

(6) SPPL sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diperuntukan bagi usaha
budidaya walet dengan populasi maksimal 10.000 ekor, dengan luas
ban~nan sampai dengan 1000 m2;

(7)Dokumen UKL dan UPL sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b,
diperuntukan bagi usaha budidaya walet dengan populasi lebih dari
10.000 ekor, dengan luas bangunan lebih dari 1000 m2 sampai dengan
10.000 m2;

(8)AMDALsebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c, diperuntukan bagi usaha
budidaya walet dengan populasi lebih dari 10.000 ekor, dengan luas
bangunan lebih dari 10.000 m2 dan luas tanah lebih dari 50.000 m2•

(9) Dokumen lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) dan ayat
(7)merupakan syarat penerbitan lzin Lingkungan.



Paragraf 3
Syarat Perizinan

Pasall0
(1) Izin pengusahaan sarang burung wallet diberikan apabila pemohon telah

memenuhi syarat administratif dan syarat teknis.
(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(l) meliputi :

a. Melampirkan bukti status kepemilikan tanah danj atau peIjanjian sewa
lahan yang akan dipergunakan untuk pengusahaan Sarang Burung Walet
Rumahan.

b. Memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Desa dan Camat
setempat.

c. mengisi formulir pendaftaran dan meIampirkan proposaljpermohonan yang
disertai :

(2) Proposal sebagaimana dimaksud ayat(l) harus dilengkapi dengan :

a. SPPLatau UKL-UPLatau AMDALyang diterbitkan oleh DLH;dan
b. Rekomendasi teknis .

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 wajib disertai dengan
proposal Rencana Pengusahaan sarang Burung Walet.

Pasal9

Paragraf2
Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin

Pasal8
Setiap orang danj atau Badan yang melakukan kegiatan pengusahaan sarang
burung wallet rumahan wajib mengajukan permohonan Ijin kepada Bupati
melalui DPMPTSP.

Pasal7
Ketentuan mengenai kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) berlaku juga terhadap orang atau badan yang telah danjatau
sedang melakukan usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet

Pasal6
(i) Setiap orang danjatau Badan yang melakukan pengusahaan sarang Burung

Walet di daerah wajibmemiliki ijin dari Bupati.
(2) Ijin dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat(l)" diterbitkan melalui

DPMPTSP.

umum

Bagian kedua

TATA tARA PERIZtNAN
Paragraf 1



Pasal14
(1) Pemegang izin wajib memasangj'menempatkan papan nama perizinan pada

lokasi pemanfaatan dan budidaya yang dapat dilihat secara umum.
(2) Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 5 (lima) tahun

sekali.
(3) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian pengawasan, maka

pemegang izin pengelolaan diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 1
(satu) tahun sekali.

Paragraf 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PasalI3
(i) Pemegang izm berhak untuk memanen sarang Burung Walet dan

memanfaatkannya.
(2) Pemegang izin sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memberitahukan

pelaksanaan waktu panen kepada BPPKADselaku perangkat Daerah yang
me1aksanakanurusan dibidangpajak dan retribusi daerah.

PasalI2
(1) DPMPTSPdapat menolak pemberian izin apabila pernohon tidak memenuhi

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2) Penolakan s e b a ga ima n a dimaksud pada ayat(I) diberikan

dalam. bentuk tertulisdan disertai alasan yang dapat dipertimbangkan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11
(1)Permohonan izin diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja

terhitung sejak diterimanya permohonan dan berkas dinyatakan lengkap.
(2)Izin yang diterbitkan sebagaimana ayat(I) adalah Izin Pengelolaan dan

Pengusahaan Sarang Burung WaletRumahan.

Pendirian Perusahaan yang sudah disyahkan (apabila pemohon
berbentuk badan hukum) ;

3. Fotocopy Nl?WPD;
4. Fotocopy SITU;dan
5. Fofecopy SIUPdan TDP;
6. Syarat Lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Syarat Teknis, meliputi :
a. IzinMendirikan Bangunan sesuai peruntukkan;
b. Luas areal pengeiolaan dan pengusahaan [luas tanah dan luasan
bangunan);



BABVIII
PEMBINAAN DAN PENCAWASAN

Pasal 19
(1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati tnt

melalui Tim Pengawas yang terdiri dari perangkat Daerah terkait;
dan/ atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Tim Pengawas dan/ atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana
dimaksud ayat (1)ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

(3) Pemerintah Daerah , pengawasan juga dilakukan oleh masyarakat dalam

Pasal 18
Dalam rangka mernelihara hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasai 16
pemegang izin wajib memberikan kontribusi berupa bantuan sosial kepada
masyarakat sekitar.

Pasal 17
(1) Setiap pemegang izin mengupayakan ketertiban dan memelihara hubungan

dengan masyarakat setempat secara berkesinambungan.
(2) mernelihara hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

a. merekrut tenaga kerja dari masyarakat sekitar;
b. memperhatikan dart rnenjaga kebersihan serta dampak lingkungan di
sekitar tempar/bangunan usaha budidaya burung walet seperti bau,
kotoran dan penyakit;

c. menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan di tempar/bangunan usaha
budidaya burung walet;

Pasal 16
(i) Setiap pemegang lZlD dalarn melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan

budidaya wajib mengelola lingkungan secara berkesinambungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam mengelola lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) terdiri
·dari :

a. mengelola pembuangan limbah cair;
b. memelihara dan mengkondisikan fungsi peralatan teknis sesuai dengan

standar kelayakan;
c. menghindari teIjadinya pencemaran udara, air, dan tanah;
d.menjaga kebersihan dan keindahan serta kenyamanan lingkungan di
lokasi usaha; dan

e. memenuhi baku mutu kebisingan dan angka bebas jentik.

..... 15
yang melakulam pembinaan, pengawasan,

__ dan/atau. penelitian ke lokasi pengusahaan sarang Burung
Rnmahan, ~ib disertai dengan surat tugas dan identitas yang

diperlukan.



Bagian Kedua
Sanks! Administratif

Pasal 21
(1)Sanks! administratif sebagaimana dl maksud dalam pasal 20 dapat berupa :

a. peringatan tertulis;
b. penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengusahaan;
c. pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan;
d. pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan; dan
e. perintah pembongkaran bangunan rumah/ gedung;

(2) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
"tehadap pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan dapat
dikenakan sanksi denda paling banyak 20% (dua puluh persen) dari
nilai bangunan yang dipergunakan untuk pengelolaan "dan pengusahaan
Sarang Burung Walet yang tidak mengikuti ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini.

(3)Jenis pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditentukan oleh berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.

(4)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disetorkan ke kas daerah.

BABIX
SANKSITERHADAPPELANGGARAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

Setiap pemilik dan/ atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam
kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dikenai sanksi administratif dan/ atau
sanksi pidana,

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam penyelenggaraan
pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan.

bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan
pengusahaan Sarang Burung Waletdi daerah:
a. memantau dan menjaga ketertiban;
b. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada Bupati terhadap
pengelolaan dan penyusunan rencana tata ruang, tata bangunan dan
lingkungan, rencana teknis bangunan yang diperuntukkan untuk fungsi
pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet pada habitat buatan;
dan

c. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap .pengelolaan dan
pengusahaan sarang Burung .Walet yang mengganggu, merugikan,
dan/ atau membahayakan kepentingan umum.



(1) Pendaftaran subjek pajak yang melakukan kegiatan pengambilan dan/atau
pengusahaan sarang 'burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
menggunakan formulir pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang
Pendaftaran dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

(2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib diisi dengan
benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh orang atau badan yang
melakukan kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung
walet atau kuasanya dengan melampirkan :
a. fotokopiidentitas diri;
b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan
c. surat kuasa bermeterei cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan
disertai fotokopiidentitas penerima kuasa.

(3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan ke Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPKAD,paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.

(4) Terhadap orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/ atau
pengusahaan sarang burung walet yang telah mendaftarkan atau didaftarkan
usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi
wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.

(5) Apabila orang atau badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/ atau
pengusahaan sarang burung walet tidak menyampaikan formulir pendaftaran
atau tidak menyampaikan formulir pendaftaran dalam jangka waktu

Bagian Kedua
Pendaftaran
Pasal23

BABX

PENDATAAN, PENoAFtARAN bAN PELAroAAN 0BJEK PAJAK
Bagian Kesatu
Pendataan
Pasa122

(1) Pendataan objek dan subjek pajak sarang burung walet dilakukan dengan
memberikan formulir pendataan kepada setiap orang atau badan yang
melakukan kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung
walet rumahan.

(2) Formulir pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diterima dan harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh orang atau
badan yang melakukan kegiatan pengambilan dan/ atau.pengusahaan sarang
burung walet rumahan atau kuasanya.

(3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan
lengkap serta ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), orang
atau badan selaku subjek pajak didaftarkan menjadi wajib pajak daerah.

(4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
SKPOKBqanSKPDKBT

Pasal26
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak sarang

burung walet, Kepala Badan dapat menerbitkan :
a. SKPDKBdalam hal:

1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain atau hasil
pemeriksaan SPTPD ternyata tidak benar, pajak sarang burung walet
yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. jika wajib pajak tidak menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan
dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis; atau

3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak sarang burung
walet rang terutang dihitung secara jabatan,

Pasal25
Wajib pajak yang tidak menyampaikan SPTPDdalamjangka waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 diberikan teguran secara tertulis oleh Kepala Badan.

BABXI

PENERBITAN SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT DAN SKPDN
Bagian Kesatu

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)
Pasal24

(1) Setiap wajib pajak, hams mengisi SPTPf> dengan benar, jelas, lengkap dan
ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada
Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPKAD.

(2) Formulir SPTPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri
oleh wajib pajak di Bidang Pendaftaran dan Penetapan BPPKADdan/atau
diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.

(3) SPTPDmemuat pelaporan nilai jual sarang burung walet.
(4) Penyarnpaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (i) dilakukan paling lama

tanggal10 (sepuluh) setiap bulan.
(5) Apabila batas waktu penyampaian Sln'PD jatuh pada hari libur, maka batas

waktu penyampaian jatuh pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
(6) Bentuk dan tata cara pengisian SPTPD sebagaimana tersebut dalam

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupati ini.

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan
Surat Pengukuhan Wajib Pajak Daerah secara jabatan.

(6) Bentuk formulir pendaftaran sebagaimana terse but dipersamakan dengan
formulir pendataan.



BAB XII

SURATTAGIHANPAJAKDAERAH(STPD)
Pasal 27

(1) KepalaBadan dapat menerbitkan STPDjika :
a. pajak sarang hurung walet daiam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;

b. dari hasil penelitian SPrPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis danZatau salah hitung; dan

c. wajibpajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan Iatau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet yang terutang dalam STPD
, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a dan huruf b ditambah dengan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan
untuk jangka waktu paling lama 15 (limabelas) bulan sejak saat terutangnya
pajak sarang burung walet,

(3) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

b. SKPDKBTjika telah diterbitkan SKPDKB, ditemukan data bam danl atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah pajak sarang burung waletyang terutang.

c. SKPDNjika jumlah pajak sarang burung walet yang terutang sarna
besarnya dengan jumlah kredit pajak sarang burung walet atau pajak
sarang burung walet tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet yang terutang dalam
SKPDKBsebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a angka 1 dan angka 2
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak sarang burung walet yang kurang dibayar atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)

. bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak sarang burung walet.
(3) Jumlah kekurangan pajak sarang burung walet y~g terutang dalam

SKPDKBTsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi
administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak sarang burung walet tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib
pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak sarang burung walet yang terutang dalam SKPDKB
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi
adminiatratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari
pokok pajak sarang burung walet ditambah sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak sarang burung
walet yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak
sarang burung walet.

(6) Bentuk dan isi SKPDKBdan SKPDKBTsebagaimana tersebut dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan
Bupatiini.



Bagian Kedua
Tata.Cara Pembayaran

Pasal30
(1) Pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet yang terutang oleh

wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah
dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).

(2) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak sarang burung walet yang
terutang berdasarkan SPTPDadalah 30 (tiga puluh) hari.

(3) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, dan Putusan Banding, yang menyebabkan
jumlah pajak sarang burung walet yang harus dibayar bertambah
merupakan dasar penagihan pajak sarang burung walet dan harus dilunasi
dalam jangka waktu paling lama 30 -(tiga puluh) hari sejak tanggal
diterbitkan.

(4) Pajak sarang burung walet yang terutang daat disetor langsung oleh wajib
pajak melalui layanan bank dan unit ketjanya yang ditunjuk untuk
disetorkan ke Rekening Kas Daerah atau melalui bendahara penerimaan

. BPPKAD.
(5) Apabila pembayaran oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan melalui

bendahara penerimaan BPPKAD,maka dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke
kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Apabila batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (5)jatuh
pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja
berikutnya.

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal29
(1) Pemungutan pajak sarang burung walet dilarang diborongkan.
(2) Wajib pajak menghitung, memperhitungkan dan meiaporkan sendiri pajak

sarang burung walet yang terutang dengan menggunakan SPTPD.
(3) Apabilawajib pajak tidak menyampaikan SIn'PD, maka pajak sarang burung

walet yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPDKB.

BABXIV
'rATACARAPEMUNGUTAN,PEMBAYARAN,PEMBAYARANANGSURANDAN

PENUNDAANPEMBAYARANDANPENAGIHAN,.

BABXIII

MASAPAJAK

Pasal28

Masa pajak sarang burung walet adalah jangka waktu i (satu) bulan kalender
berasarkan bulan produksi dan menjadi dasar bagi wajib pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak sarang burung walet yang
terutang. -



BagianKetiga
Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pajak Sarang Burung Walet
Pasal 31

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak sarang
burung walet terutang dilakukan sebagai berilrut :
a. Wajib Pajak yang akan melalrukan pembayaran secara angsuran maupun

menunda pembayaran pajak sarang burung walet harus mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan
yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT,STPD, dan
Putusan Banding yang diajukan permohonannya;

b. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian
utang pajak sarang burung walet pada tahun pajak yang bersanglrutan dan
disertal dengan alasannya serta sudah diterima KepalaBadan paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak diterbitkan SKPDKB,SKPDKBT,STPD,dan Putusan
Bandingyang diajukan permohonannya;

c. Permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran
yang disetujui KepalaBadan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan
setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Penagihan
BPPKAD;

d. Pemberian persetujuan pembayaran secara angsuran tidak menunda
kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak sarang
burung walet terutang dalam masa pajak berjalan;

e. Penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung
mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB,SKPDKBT,
STPD,dan Putusan Banding, kecuali ditetapkan lain oleh KepalaBadan;

f. pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang
disetujui KepalaBadan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);

g. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berilrut :
1) perhitungan untuk bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa

angsuran;
2) jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa

pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
3) pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak

terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
4) bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga

sebesar 2 % (dua persen); dan
5) besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak

angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).

Bentuk formulir SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



BABXV

PENGURANGAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
Pasal33

(1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan
pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang.

(2) Besarnya pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang
ditetapkan oleh KepalaBadan.

(3) Pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang paling
banyak 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang.

(4) Tata cara pemberian pengurangan atau keringanan pajak sarang burung
waletyang terutang diatur sebagai berikut :
a. permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang terutang
disampaikan secara tertulis dalarn bahasa Indonesia kepada KepalaBadan
disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan
g~!!g~ m~l~.pirkan fotokopi KTPdan SPTPD(apabila dikuasakan wajib
melarnpirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopiKTPpenerima kuasa);

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak
sarang burung waletyang terutang;

G. apabila alasan permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang
terutang dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan keputusan
pengurangan pajak sarang burung waletyang terutang;

BagianKeempat
Penagihan DenganSurat Paksa

Pasal32
(1) Pajak sarang burung walet yang terutang berdasarkan SKPDKB,SKPDKBT,

STPD, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau
kurang dibayar olehwajib pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak sarang burung walet dengan surat paksa dilaksanakan
berdasarkan peraturan perundang-undangan,

Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah aebagai berikut:

1) perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak sarang
burung walet terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2
% (dua persen) dengan jumlah pajak sarang burung walet terutang yang
ditunda;

2) besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak
sarang burung walet yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 %
(dua persen) sebulan; dan

3) penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling larnbat pada saat
jatuh tempopenundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.

i. Terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran
secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan
pembayaran untuk pajak sarang burung walet terutang y.angsarna.



a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan
melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKBatau SKPDKBT
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan STPD, SKPDKBatau
SKPDKBT,apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai
dan fotokopi KTPpenerima kuasa;

b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala
Badan menunjuk Kepala Bidang Penagihan BPPKADuntuk melakukan
pengkajian dan penelitian;

c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai
dasar untuk memberikan keputusan;

d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;

'e. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus
memberikan keputusan berupa dikabulkan atau ditolak.

f. apabila setelah lewat jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud
pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka
permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan;
dan

6A6XVl
PENGURANGANATAUPENGHAPUSANSANKSIADMINISTRATIF,.

DAN PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal34

(1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif
berupa bunga atau kenaikan pajak sarang burung walet yang terutang dalam
hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan
karena kesalahannya.

(2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga atau
kenaikan pajak sarang burung walet yang terutang dilakukan terhadap
sanksi administratif yang terdapat dalam STPD,SKPDKBatau SKPDKBT.

(3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :

,.

d, apabila permohonan pengurangan pajak sarang burung walet yang
terutang ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada wajib pajak
disertai alasan penolakannya; dan

e. keputusan pemberian pengurangan pajak sarang burung walet yang
terutang harus disampaikan kepada wajib pajak paling lama 1 (satu) bulan
~~j~ ~gg~ ~rmQhQmU1diterima.

(5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan pajak sarang burung
walet yang terutang sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.



Pasal37
(1) Pengurangan atau pembatalan pajak sarang burung walet yang terutang atas

dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut :
a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa
Indonesia kepada Kepala Badan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterbitkan SKPDKB,SKPDKBTatau STPD,SKPDNatau SKPDLB;

b. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang
meyakinkan;

a. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB,SKPDKBTatau STPD,SKPDN
atau SKPDLByang tidak benar;

b. mengurangkan atau membatalkan STPD;dan
c. membatalkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak sarang burung walet

yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan.

Pasal36
KepalaBadan karena jabatannya atau berdasarkan permohonanan wajib pajak
dapat:

Bagian Kedua
Pembetulan, Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Sarang Burung

Walet
Pasal35

Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,
dapat membetulkan SKPDKB,SKPDKBTatau STPD,SKPDNatau SKPDLByang
dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis danjatau kesalahan hitung
danj atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang­
undangan perpajakan daerah.

g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan
pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.

(4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala BPPKAD :

a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;

b. memerintahkan kepada wajib pajak untuk membayar pajak sarang burung
walet yang terutang beserta sanksi administratif dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

(5)Terhadap permohonan yang disetuiui, atau karena jabatan berdasarkan
alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus
sanksi administrasi dan memberikan catatan atau perbaikan pada STPD,
SKPDKBdan SKPDKBT.

(6)Wajib pajak melakukan pembayaran pajak sarang burupg walet paling lama
7 (ttijuh) han keria seiak disetuiuinya permohonan ~eba_gaimanagimak~}IJg
pada ayat (5).



Pasal39
Setelah diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan
pajak sarang burung walet, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan BKAD
segera:
a. melakukan pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet yang lama atau

memberikan catatan atau perbaikan pada SKPDKB,SKPDKBTatau STPD,
SKPDNatau SKPDLB;dan

b.. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak sarang
burung walet yang terutang paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterimanya keputusan.

.'
(4) Kepala Bidang Penagihan BPPKADmelakukan proses penerbitan keputusan

yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sarang burung walet atau keputusan penolakan pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet.

Pasal38
(1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17

atau karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Penagihan
BPPKADuntuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak
sarang burung walet.

(2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan
melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan
ketetapan pajak sarang burung walet.

(3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Penagihan BPPKADdan telaahan
pertimbangan atas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang
burung walet, KepalaBadan memberikan keputusan .

c. dalam surat permohonan wajib pajak hams dilampirkan dokwnen berupa
fotokopi:
1. identitas diri yang sah/KTP. Apabila dikuasakan wajib melampirkan
surat lruasa bermeterai dan fotokopiKTPpenerima lruasa;

2. SKPDKB,SKPDKBTatau STPD, SKPDNatau SKPDLByang diajukan
permohonannya;dan

3. alasan yang mendulrung diajukannya permohonan
(2)Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas
permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.

(3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sarang burung walet karena
jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala
Bidang Penagihan berdasarkan pertimbangan kea.dilandan adanya temuan
barn.



BABXVlI

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagiankesatu
Pembukuan
Pasal40

(1) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan ornzet paling sedikit Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan.

(2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut sebagai berikut :
a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukap, pengeluaran dan
saldo;

b. pembukuan diselenggarakan secara kronologisberdasarkan urutan waktu;
c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/Iokasi
pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet, maka
pembukuan dilakukan secara terpisah;

d. pembukuan didukung dengan dokumen lain sehingga dapat diketahui nilai
jual sarang burung walet yang menjadi dasar pengenaan pajak sarang
burung walet:

e. neraca; dan
f. laporan rugi laba perusahaan.

(3) Setiap wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp.
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun dapat melakukan
rekapitulasi nilai jual sarang burung walet yang dapat menjadi dasar untuk
menghitung besarnya pajak sarang burung walet yang terutang.

(4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai jual sarang burung walet,
adalah sebagai berikut :
a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan atau penjualan sarang
burung walet secara brutto kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan
sarang burung walet;

b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologisberdasarkan urutan waktu;
c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat/Iokasi

pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang burung walet, maka
rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan

d. rekapitulasi dapat didukung dengan dokumen lain sehingga dapat
diketahui nilai jual sarang burung walet.

(5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan dengan
sebaik-baiknya dan harus mencerminkan kegiatan pengarnbilan dan/ atau
pengusahaan sarang burung walet sebenarnya.



Pasal42
(1) Dalam rangka pemeriksaan pajak sarang burung walet, Kepala Badan

berwenang melakukan pemeriksaan untuk. menguji kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan
peraturan daerah tentang Pajak Daerah.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa hams dilengkapi dengan
tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta
memperlihatkan kepada wajibpajak yang diperiksa.

(3) Wajib pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan
petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai jual sarang
burung walet, maka untuk pengenaan besarnya paiak sarang burung walet
yang terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet
atau penerimaan tertinggidalam 1 (satu) tahun terakhir.

(4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan
permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Bantul
untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.

(5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan
dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat Kepolisian atau instansi
yang terkait.

(6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta
keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak
terikat oleh suatu kewajiban untuk. merahasiakan, maka kewajiban untuk.
merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

8agian Kedua
Pemeriksaan

Pasal41
(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud daJam Pasal20 dila.kukan dengan tertib,

teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.
(2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan dasar

untuk. menghitung atau mengetahui besarnya pajak sarang burung walet
yang terutang.

(3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang
berhubungan dengan kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan sarang
burung walet dari wajib pajak disimpan selama 5 (lima)tahun.



BABXIX
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBlHAN PEMBAYARAN

Pasal44
(1) Atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet, wajib pajak dapat

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada
KepalaBadan.

(2) Kelebihanpembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terjadi apabila:
a. pajak sarang burung walet yang dibayar ternyata lebih besar dari yang
seharusnyaterutang;atau

b. dilakukan pernbayaran pajak sarang burung walet yang seharusnya tidak
terutans,

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
persyaratan :
a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan
yangjelas;

b. permohonan dilampiri fotokopiidentitas wajib pajak atau fotokopiidentitas
penerima kuasa apabila dikuasakan;

c. permohonan dilampiri dengan fotokopiSPTPDdan bukti pembayaran yang
sah; dan

d. surat permohonan ditandatangani oleh wajip pajak, dalam hal
ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampiri surat kuasa
bermeterai cukup.

(4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3)dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak
dapat dipertimbangkan.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal43
(1) Tujuan pemberian insentifuntuk peningkatan :

a, kineria Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
b. semangat kerja bagi pejabat, pegawai atau pihak yang terlibat dalam
pemungutan pajak sarang burung walet;

c. pendapatan asli daerah;
d. pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap
triwulan sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.

(3) Besamya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak sarang burung walet.



Administrasi Perekonomian
bekerja sama dengan Dinas
Satuan Polisi Pamong Praja,

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian pajak sarang
burung walet ditugaskan kepada Bagian Administrasi Perekonomian
Sekretariat Daerah Kabupaten Bima.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Bagian
Sekretariat Daerah Kabupaten Bima dapat

, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu,
Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BABXX
PELAKSANAAN,PEMBERDAYMN, PENGAWASANDAN PENGENDALIAN

Pasal46

Pasal45
(1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian

pajak sarang burung walet dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung
walet.

(2) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet dibebankan
pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi
pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

(3) SP2D atas kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet tahun- tahun
sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak
terduga,

,.
(8) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet dilakukan

dalamjangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
(9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Badan memberikan imbalan
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet.

(5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan
pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sarang burung walet, Kepala
Badan harus memberikan keputusan dengan menerbitkan SKPDLB.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan
Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian pembayaran pajak sarang burung walet dianggap dikabulkan
dan SKPDLBharus diterbitkan dalarn jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

(7) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran
pajak sarang burung walet langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak tersebut.



AMARMA'RUF,SH
NIP 1966031119933100

Salinan sesuai dengan aslinya,

H.M. TAUFIKHAK

BERITADAERAHKABUPATENBIMATAHUN2019 NOMOR ..?'p3

Ttd

SEKRETARISDAERAHKABUPATENBlMA,

Diundangkan di Bima f). _ ~ l
pada tanggal :1..:- ~

Hj. INDAHDHAMAYANTIPUTRI

Ttd

BUPATIBIMA,

Ditetapkan di Bim~(", .
pada tanggal ..1"'F:':"~'~"'~

BABXXI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal47

Peraturan Bupati inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bima.

.'



PeUqras Pendata.

8 Kabupaten

9 Kode Pos

10 No.HP

C Identltas Pemllik

1 Pemilik Badan

2 Jabatan

3 Pimpinan

4 Jalan

5 RTIRW

6 Keluarahan

7 Kecamatan

2 Tanda Bukti

3 No. Tanda Bukti

4 Tgl. Tande Bukti

5 No. KK

6 Tgi. KK

7 Pekerjaan

8 Pekerjaan Lairr.ya

9 Nama Instansi

10 Alamat Instansi

11 Keterangan

1 Kewarganegaraan

B Identltas Wajlb Pajak

A. o...Umum
1 No.Pendaftaran

2 Nama

3 NPWP

4 Alamat

5 Jalan

8 RTIRW

7 Kecamatan

8 Kelurahan

9 Kabupaten

10 Kode Pos

11 No.HP

FORM PENDATAAN WAJIB pAJAKlRETRIBUSI BADAN

LAMPlRAN I:
PERATURAN BUPATI BlMA
NOMOR .... TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGUSAIIAAII. fB&iZiRAJI DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANGBURUNG WALET.

•

H OlII1'AB KABUPATENBIMA
UDAll weWOLA PEllDAPATANKEUANGANDANABET

DAERAB (BPPKAD)1(+.... ....... Bapati Bima Jln. Soekarno-Hatta Nomor : 1 DesaDadibou Kecamatan
Woha Kabupaten Bima

Email: bppkadkabbima@gmail.com



I PEMERDfTAH KABUPATEN BIMA 000782/SPI"PO/"/l/'l1J19
Badan PengeIolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset 0iIerah

OWl/2019 s.d. 31/01/2019Masa Pajak :
AIamat : JIll. SoeIciImo - Halla Nomor 1 Desa IlacIbou I(ft:amaIanWohiI kaIlupab!n Bima

TahunPajak : 2019

SPTPD
(Surat Pemberitahuan Pajak Daerah)

Pajak Sarang BuRlng Walet

Kepada : vth. >.

Kepala BPPKAD Kabupaten Bima

Di - Keatmalan Woha

NPWPD : P. 1 . 0000692 • 1 . 5 INO NAME
Nama Usaha : Sarang Burung Walet Rumahan
Nama PemiHk :
KeteranlJiln : Pajak Sarang Bunmg Walet JanUilJ1 2019

PERHATIAN:

1. Harap dllSI dalam rangkap 2 (dua) dan dltUlls dengan huruf CETA!<

2. BerI Nomor pada Kotak yang tersedla untuk jaWaban yang dlberIkan
3. Setelah dllSI dan dltandatanganl harap diserahkan kemball kepada Baclan Pengelolaan Penclapatan, Keuanpn dan Aset

Daerah, paHng lambat tanggal15 bulan beflkutnya.
4. Keter1ambatan penyerahan dan tanggal tersebut dI atas akan dllakukan Penerbltan Surat TeguRln

A. DDSI OLEH WAlIl PAJAK I PENANGGUNG PAJAK

Data Obyek Pajak

No KJaslflkasl Volume Harga Dasar

1 Pajak. Sarang Borung Walet (PengarmHan saw A1am,Usaha 10,00 5.000.000,00

B. DDSI OLEH WAJII PAJAK I PENANGGUNG PAJAK SELF ASSESMENT

Jumlah Pembayaran dan Pajak terttutang untuk Masa Pajak Sekarang (lampiran foto copy dokumen)

No Kode Rekenlng Uralan Dasar Pengenaan dan Pembulatan Pajak Terttutang
Tarif

1 ... 1 . 1 . 09 . 01 . 01 Pajak Sarang Burung Wale!: SO.OOO.OOO,00 0,00 5.000.000,00
(Pengarnbilan saw Alam, Usaha 10,00Budldaya saw)

FOIM.UR5PTPD • 5arang IIurung_ Halaman 1 dari 2

lAMPlRAN II :
PERATURAN SUPATI SIMA
NOMOR .... TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PENGUSAHAAN. PERIZINAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET.



- Halaman 2 dan 2FORHJUR SPm) - SOl1lt1OBurung _

( .- - _ _ _ .

KecamatanWolla, 30 Januarl 2019
Yang Menertma

: SaranQBurunq WaJetRumallanNama Usaha

: NONAME
: NONAME,RT/RW.oo/oo, Desa Tolotangga, KecamatanManta ,Kab/Kota SIMA, Kode Pos. 0000

Nama
Alamat

TANDA TERIMA

No. Fonnullr : 000782/SPTl'Dl09/1/2019

Guntingdf sinl

( _ _-_ _ ..- )

: 30 Januarl 2019
: Nurhanaftah, A. Md
: 197712242007022016

Dlter1maTanggal

Nama Petugas
NIP

D. DDSJ OLEH PE1UGAS PENERIMA

NamaJeIas

KecamatanWoha, 30 Januari 2019
NO NAME

Dengan menyadarl sepenuhnya akan segala akIbat termasuk sankst-sanksl sesual dengan ketentuan perundang-undangan
yang bertaku, saya atau yang sava bert kuasa menyatakan apa yang telah kaml ber1tahukan tersebut diatas beserta
lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan Jelas

C. PERNYATAAN

.~.-

 


